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BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUFATEN PROBOLINGEO
NOMOR : 12 TAHUN 2001
- TENTANG
PENERIMAGN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI PROBOL INGEO

a. Bahwa guna menunjang upaya Pemerintah  Kabupaten

Frobolinggo dalam meningkatkan kesejiahteraan
masyarakat dan pembangunan diperlukan peningkatan
partisipasi seluruh lapisan masyarakat  dalam

membiavail pelaksanzan pembancunan

b. Bahwa untuk  mengatur  sebagaimana dimaksud pada

huruf a,. dalam kerangka Pemerinitahan vang bersih dan
berwibawa penun suasana keterbuksan serta  berhasil
guna dan berdayva guna, perlu mengatur FPenerimaan
. SBumbangan Fihak Ketiga kepada FPemerintah Kabupaten

Frobolinggo dalam susatu Peraturan Dasrah.

i. indang—undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Dasrah—dasrah Kabupaten dslam Lingkungsn Propinsi

Jawa Timur 3

2. Undang—undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-

an Daerah :

t. Undang-undang Momor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Eeuangan antara FPemerintah Pusat dan Dasrah :

4. Peraturan Femerintah Nomor 104 Tahun 2000 . tentang

Dana Ferimbangan 3

. Feraturan Femerintah MNomor 1035 Tahun 2000 tentang

Fengelolaan dan Fertanggungiawaban Eeuangan Daerah g

. ——

&. Feraturan FPemerintah HMomor 1086 Tahun 2000 tentang

Fengelolaan dan Pertanggungiawaban  Keuangan dalam

Felaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas FPembantuan
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19%% tentang Teknik Fenvusunan Feraturan FPerundang—
undangan an Bentuk Rancangan —undang. Hancang-—
dang d Bentuk Rancangan Undang—undang. Hancan

an Peraturan FPemerintah dan Rancangan Keputusan

Dengan Fersetujiuan

DEMAN PERHAKILAN RAEYAT DAERAH KABUPATEN FPROBOLINGGO

Mensetapkan : PERATURAN DAERAH EABUPATEN FPROBOL TMERE0 TENTANG

FENERIMAAN SUMBANGAN FIHAK KETIGA KEFADA PEMERINTAH
EABUPATEN PROBOLINGGD.

Fasal 1
HGalam peraturan dasrah ini vang dimaksud dengan s
z. Dasrah. adalah Eabupaten Frobolingoo :
b. Pemerintzah Dasrah. adalah Pemerintah kKabupaten FProbolinggo
. Bupati,. adalah Bupati Frobolingoo
d. kKepala Dinas, adalah Eepala Dinas Fendapatan Eabupaten

£r

o
Kas Dasrah, adalah Eas Daesrah Eabupaten Frobolinggos

usus Fenerima, adalah Bendaharawan Ehusus Penerima
P

pada Di apatan Eabupaten Frobolinogo @

g. Fihak Ketiga, adalah ﬁemheri sumbangan dari orang atag badan g

k. Sumbangan Fihak ¥etigsa, adalah partisipasi dari orang atau  badan
dalam bentuk uang atau

i. Badan. adalah suatu usaha yang meliputi FPerssroan

Terbatas, Perseroan Ferseroan lainnva, Badan Ussha
Milik Megara., dengan nama atau bentuk apapun,persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sesienis,

=
lzmbaga dana pensiun, bentuk ussha ifetap serta badan usaha

gAB II
KETENTUAN PEMBERI SUMBANGAN
Fazal 2
FPemberi Sumbangan adalah orang atau badan vang melakukan berbagai
jenis usaha vang berkedudukan di dalam maupun di  luar wilayah

Eabupaten Frobolingg




Jenis—isnis usaha sebagaimana dimaksud dalam FPasal
antara lain :

i. Pertanian

2. Ferikanan

Pl =
- g3 H
5. Eonstruksi
5. Ferkebunan :
7. FPeternakan :
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undangan.

KETENTUAN PENERIMAAN DAN

a 3
{Z}) Ke=pala Dinas bertindak memfasilits=si penserimaan sumbangan pihak
ketiga kepada Femerintah Daesrah.

{1} Fihak ketigs dalam mesbsrikan sumbanoan kepads Femsrintah  Dasrsh

o

=X

L a iain

dinvatakan dalam bentuk Surat Pernyataan vyang ant

-

memuat =
&. Eetsrangan identitas pihak ketigs :
b. Besar sumbangan vang dibsrikan

. Bentuk sumbangan :

e. terangan—k

o

peEraturan dasral
2} Surat pernvataan sebag

dan ditandatangani

melalui Kepala Dinas.

} Bumbangan vang diterima oleh Pemerintah Daesrah disstor ke

oy
[

Dzsrah melalui Bendzharawan Ehusus Fenerima dengan Blanko

setor yang dibuat oleh kKepala Dinas ;




{2} Selambat—-lambatnya satu kali dusa smpat jam terhitung seiak
tanggal =ast diterimanva, Bendaharawan Ehusus Pensrima
menyetorkan pensrimaan sumbangan ke Kas Dasrah.

Fasal 7

{1} FPenvetoran sumbanga oleh pihak  ketiga dilskukan selambat
lambatnva dalam waktue 1 {=atu} bBulan terhitung tanggal
kesangggupan penvyerahan  sumbangan  sSebagaimana terituang dalam
surat pernyafa H

(2} fipabila dalam batas wakiu sebagaimana tersesbut pada avat {11,
sumbangan dimaksud  beslum  disetorkansdiserahban kepads ¥ ang
bersangkutan diberikan surat pemberitahuan sesua dengan surat
pernyataan.

Fas=1 2

Sumbangan vang ditsrima ocleh Pemerintah Dasrah yang berupas barang,

openvetorannya difasilitasi oleh Kepala Dinas, vang selanjuitnvya

diatministrasikan sesuail dengan ketentuan vang berlaku.

Fembinaan dan pengendalian atas pel
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dilaksanakan oleh Bupati.

BEABR V
KETENTUAN PIDANA

Fasal 10

Felanggaran terhadap kstentuan sebagaimana dimsksud dalam FPasal &
dan 8 peraturan dasrah ini dapat diancam pidana sesual ketentuan

pukum vang berlaku.

B AEB VI
KETENTUAN PEMYIDIKAN

Pasal il

(1) Pejabat Fegawai Negeri Sipil tertentu di  Lingkungan Pemsrintah
Dasrah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mslakukan
openyidikan tindak pidana., sebagaimana dimaksud dalam
Undang—undang Hukum Acara Fidana vang berlaku 3
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2
entang kebenaran perbuatan vang
2

badan sshubungan dengan tindak pidana

d. memeriksa buku—buku, catatan—catstan dan dokumsn—dokuy
herkenaan dengan tindak pidana:s

2. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baha

wen—dokumen lain serta

L.
]
=
ks
3

pembukuan. pencatatan dan

penyitaan terhadap bahan bukti:
. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peslaksana
penvidikan tindak pidanas
= =

ai

dilaky

me=r l3in

i Bubti

melakukan

h. memotret sesorang vang berkaitan dengan tindak pidana

% | o untuk dide =3 et = S S dan

1. mEmanggil orang LINFCLIE icengayr Eeterangannyas St
=sbagai iersangka atau saksi oz

i. menghentikan penvidikan :

o

- melakukan tindakan lain vanog perlu untuk kelancaran p
it

indak pidana menury

m
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Fa=sal 12
Dengan berlakunya peraturan dasrah ini maka ssmus peraturan—peraturan
vang mengatur  mengenai  pensrimasan sumbangan pihak  ketiga kepada

Femerintah Eabupaten Frobolingoo dan ketentuan—ketentuan 1

o
tidak bertentangan dengan peraturan dasrah ini  dinvatak

BEARBR VIII
CETENTUAN PEMNUTUR

-

i

Faszl 11X

Felaksanaan peraturan dasrah ini berlakuy secara efekiif ssiak

1 Januari 2002.

m

Fzasal 14
[ ]

ur dalam peraturan daesevrah ini,

Hal-hal vang belum diat

mengenail  teknis  pelaksanaannya .akan disturs lebih laniu

ain s ang

an  t=ita

1
o

T




Pasal 4%

Feraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan dj Probolinggo
Pada tanggal 13 September €001

BUPAT PROBOL INGGO

" MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

- Probolinggo tahun
2001 Seri Q@ pada tanggal 13 -~ g- 390!

Nomor 4 /C__

A.n. BUPATI PROBOLINGGEO

Sekretaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 414
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ATAS
FERATURAN DAERAH KABUFATEN FROBOLINGGO
MOMOR = 12 TAHUN 2001

PENERIMAAN SUMBANGAN FIHAE KETIGA KEFADA
FEMERINTAH HABUFATEN FROBOLINGEO

PENJEL ABAN UMUM

Bahwa Undang—undang Momor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah vang pada prinsipnyva mengatur  penvelenggara—
an pemerintahan daerah vang menguitamakan pelaksanaan asas

=] penyelenggaraan octonomi daesr

dengan memberikan kewenangan vang luas, nyata dan
i jawab secara proporsional  vang diwujudkan deng

pengaturan, k aya nasional  vang

d
dilaksanzkan

berkeadilan. Fenyelenggaraan otonomi daerah dengan

p g
II

Sedangkan hal-hal vang mendasar dalam pslaksanaan

undang pemerintahan dasrah adalah mendorong untuk  memberdayakan
: o

masyarakat, menumbuhbkan prakarsa dan  kreativitas, m@meningkatkan
peran serta masyarakat. Disamping itu otonomi  dasrah  mesmpunvyail
kewenangan dan  keleluasaan untuk  membentuk dan mslaksanakan

kebiiakan menurut prakarsa ddn aspirasi masyarakat, oleh karan

ite Pemsrintah Kabupaten FProbolinggo perlua

FPenerimaan BSumbangan Fihak Ketiga kepada Pemerintah Eabupaten

1

Frobolinggo dalam sustu Feraturan Daerah.
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ELASAN PASAL DEMI FASAL

Fasal 1 sampai dengan & avat (1} : Cukup jelas.

Fasal & ayvat (2} s Batu kali dua pulubh smpat  Jam
terhitung seiak tanggal =saat
diterimanva mengandung







Fasal 45

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Frobolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
13 September 2004
BUFAXI PROBOL INGGO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun
2001 seri (°. pada tanggal 13 -9- 200! Nomor q /Z

H.ng BUFATI PROBOLINGGO

retaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 416




figar supaya setiap orang

pengundangan peraturan daerah ini dengan ps

Daerah Kabupaten FProbolinggo.

dapat

mengetahuinva, memsrintahkan
n

Ditetapkan di Probolingoo

Pada tangg 13 Septentme £001
BUFATI FROBOL THGED

oot




Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Oktober 2001

/,4 BUPXTI PROBOLINGGO

MURHADI




